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a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Daerah 
Kabupaten Melawi Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan 
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu diatur ketentuan Iebih Ianjut 
tentang tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan Pajak Bumi dan 
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai pedoman bagi pengeloia dan 
Wajib Pajak dalam pengajuan dan penyeiesaian keberatan terhadap 
penetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di wilayah 
Kabupaten Melawi; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, 
perlu membentuk Pcraturan Bupati tentang tata cara pengajuan dan 
penyeiesaian keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan di Kabupaten Melawi; 

u d. -U d Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten 
n ang n ang . • · Kar tan Barat (Lembaran Melawi dan Kabupaten Sckadau di Provins 1mma"" ,aha Ler b . 2003 Nomor 149, Tam an m aran Negara Republik Indonesia Tahun 

Negara Republik Indonesia Nomor 4344); 

Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan 
2. Undang-Undang Nomor 28 Re iblik Indonesia Tahun 2009 

b Negara 'epu 
Rctribusi Dacrah (Lem aran Re tblik Indonesia Nomor 5049); Negara :epu Nomor 130, Tambahan Lembaran 

014 tentang Pemerintahan Daerah 
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahu ~hun 2014 Nomor 244, Tambahan 

blik Indonesia b: ana telah (Lcmbaran Negara Repul .: Nomor 5587) sebagaim 
blik Indonesia N or 9 Tahun Lcmbaran Negara Repu Undang-Undang lom 

.. r: khir dengan da Nomor 23 Tahun diubah beberapa kali tera ~,g Undang-undans 58 kedua Atas ... a n 2015 Nomor », 

2015 tentang Perubaha" ,,~~bi 1Indonesia """, 
4g79; 2014 (Lembaran Negara RC" ,pk Indonesia Nom 

N gara Repu Tambahan Lcmbaran I" 

4, Undang-Undan .• 

1. 



peraturan Pemerintah Ne 7 

euangan Dacrah (emus,""""" 58 Tahun 20os 247 
Nomor 140, Tambahan 1. ' Negara Repub. ~'tang Pengelolaan 

mbaran Negara Re Indonesia Tahun 2005 
epublik Indones· N 

peraturan Pemerintah Ne s1a vomor 4578); 
5. vomor 69 Tahu 

pan Pemanfaatan Insentif p, n 2010 tentang Tata Ca Pe 
(Le b emungutan p . ara 'emberian 

paerah zmbaran Negara Republik I4, Jak Daerah Dan Retribusi 
Tambahan Lembaran Negara RepubM; "hesia Tahun 2010 Nomor 119, 

Indonesia Nomor 5161); 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tah 

Yang Dipungut Berdasarkan p, n 2010 tentang Jenis Pajak Daerah 
sendiri Oleh Wajib Pajak (~,"""@pan Kepala Daerah Atau Dibayar 
2010 Nomor 153, Tambahan Le :an Negara Republik Indonesia Tahun 
5179); embaran Negara Republik Indonesia Nomor 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomc 11 Tah 
k k P 1 1 

_ or un 2007 tentang Pokok 
Po o enge o aan Keuangan Daerah (Le b · muaran Daerah Kabupaten 
Melawi Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lemb D: ah Kb 
M l 

· N 38); aran aer' 'a u paten 
eiaw omor ; 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak 
Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah 
Kabupaten Melawi Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Melawi Nomor 91); 

MEMUTUSKAN : 

apkan PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN 
PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN 
DAN PERKOTAAN 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan> 
1. Daerah adalah Kabupaten Melawi. 
2. Bupati adalah Bupati Melawi. 

ah dalah Badan Pendapatan Daerah 
3. Badan Pendapatan Daer a 

Kabupaten Melawi. :ah K b 
dalah K ala Badan Pendapatan Daer a upaten 

4. Kepala Badan a ep 
Melawi. . tn disebut Pajak adalah kontribusi wajib 

5. Pajak Daerah yang selanjut ya Jeh orang pribadi atau badan 
ah 1g terutang oI° 

pajak kepada daerz Ya_,, rkan undangundang, dengan tidak 
yang bersifat memaksa ber_ ~sung dan digunakan untuk 
mendapatkan imbalan s""_~a untuk kemakmuran rakvat. 

b · ebesar e 
keperluan daerah ag1 S° perdesaan dan Perkotaan yang 

: B: igunan 'er .: 6. Pajak Bumi dan an£ ,dalah pajak atas bumi dan/atau 
selanjutnya disebut PBBP? " ,,,,yatau dimanfaatkan oleh orang 

±:.L; dikuasai lan, tk kt 
bangunan yang dimilb yang digunakan untuk egIatan 

uali kawasan J 
pribadi atau badan, ect dan pertambangan. 

erhutanan ·liputi pembayar PBB 
usaha perkebunan, PS jpadi atau badan, men · 

7. Woiib Pojak adalah orang p! pBBP2, yang mempunyai hak 
• lajil 'aj d: pemungut • 1d 

P2, pemotong PBBP2, 1a etentuan peraturan perunang 
» • dengan 

dan kewajiban sesua 
d ,iakafl daerah, 8. PBBP2 ... 

unctangan perpal 



8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

PBBP2 yang terutang d a«lalah PBB. 248 saat, dalam masa pajak, d. $P2 yang he t 

pajak sesuai ketent%a,,' "am tahun papa """" dibayar pada suatu peratu, at mu dalam b: ° 

Surat Pemberitahuan p_,_ Rn perpajakan daera_ gian tahun 
PT dal aJak Te · SP ., ac lah surat yan r:. rutang yan , 

PBBP2 yang teruta,~ ' "gunakan untui~~[; "lapiutya disingkat 
Surat Ketetapan 

p,{""Pala Wajib Paja1. Peritahukan besarnya a Daerah " " 
adalah surat ketetapan paja. 'ng selanjutnya disingkat SKPD 
pokok PBBP2 yang terutan;. Yang menentukan besarnya jumlah 
Surat Ketetapan Pajak D 

"gkz aerah Lebih dising zat SKPDLB adalah Bayar, yang selanjutnya .. surat keteta · Y besarnya jumlah kelebihan b. Pan pajak yang menentukan 
PBBP2 1ebih besar dant.~[""Raran PBBP2 arena jumlah reait 
'lak 1a 3BP2 yang t tid terutang. g erutang atau seharusnya 

Surat Keputusan Keberatan 1dal 
terhadap Surat Pemberitah:an � s�rat keputusan atas keberatan 
Ketetapan Pajak Daerah PBBpeak Terutang PBBP2, Surat 
Bayar PBBP2, atau terhada , urat Ketetapan Pajak Daerah Lebih 
ihak k ti • . p pemotongan atau pemungutan oleh 

pi etga yang diajukan oleh Wajib Pajak. 

BAB II 
PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN 

Pasal 2 

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati melalui Kepala 
Badan atas: 
a. SPPT; 
b. SKPD; atau 
c. SKPDLB. 

Pasal 3 

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan dalam hal : 
a. Wajib Pajak berpendapat bahwa luas objek pajak bumi dan/atau 

bangunan atau nilai jual objek pajak bumi dan/atau bangunan 
tidak sebagaimana mestinya; dan/atau 

b. terdapat perbedaan penafsiran peraturan perundangundangan 
tentang PBBP2. 

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan 
a. Perorangan atau kolektif untuk SPPT PBBP2; atau 
b. Perorangan untuk SKPD, SKPDLB. 

Pasal 4 

(1) Pengajuan keberatan SPPT secara kolektif sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilakukan untuk setiap SPPT sampai 
dengan Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) diajukan secara 
tertulis kepada Bupati melalui Kepala Badan dengan melampirkan 
persvaratan sebagai berikut: 
a. asli SPPT yang diajukan keberatan; 
b. ghitu1 iumlah PBBP2 yang terutang menurut Wajib . pen ut ngan ju . 

Paija rsertat dengan atasan yang men«ukug?""""" ~. 
fi t k • •ct •ta Waiib Paiak dan fotokop1 istent s uasa 'ajib c. totolopi itentit ts ! 

Pajak dalam hal dikuasakan; 

d. Fotokopi ... 



 
d. fotokopi bukti kepemilikan 249 
e. fotokopi Izin Meri_ 'anah dan sejenisnya: FKan Ban 'a, 

Lurah/Kepala Desa setempat· �nan atau surat keterangan dari 
f. surat permohonan/kete an eterangan d: · L yang berisi daftar nama wa:; ' Lurah/Kepala Desa setempat al Pajak yany . 

(2) Keberatan sebagaimana di aks & mengajukan keberatan; 
.. mm sud pada dalam jangka waktu 3 (tiga) but. ayat (1) dan ayat (2) diajukan 

kecuali apabila Wajib Paju. "n sejak tanggal diterimanya SPPT 
bahwa jangka waktu it ta. ,"kuasanya dapat menunjukkan 
kekuasaannya. pat dipenuhi karena keadaan diluar 

(3) Surat Keberatan yang diajuk ha ~ 

Pajak atau kuasa yang ditun;~ 3arus ditandatangani oleh Wajib 
(4) Dalam hal surat keberatan ditand • 

Wajib Pajak, maka he %, atangani oleh Kuasa yang ditunjuk 
J' arus dilampiri dengan surat kuasa. 

Pasal 5 

(1) Pengajuan keberatan SPPT/SKPD/SKPDLB secara perorangan 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) diajukan secara tertulis 
kepada Bupati melalui Kepala Badan dengan melampirkan 
persyaratan sebagai berikut : 
a. asli SPPT/SKPD/SKPDLB yang diajukan keberatan; 
b. penghitungan jumlah PBBP2 yang terutang menurut Wajib 

Pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan 
c. fotokopi identitas Wajib Pajak dan fotokopi identitas kuasa Wajib 

Pajak dalam hal dikuasakan; 
d. fotokopi bukti kepemilikan tanah dan sejenisnya; 
e. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan atau surat keterangan dari 

Lurah/Kepala Desa setempat. 
(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam 

jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya 
SPPT/SKPD/SKPDLB, kecuali apabila Wajib Pajak melalui 
Lurah/Kepala Desa setempat dapat menunjukkan bahwa jangka 
waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya. 

(3) Surat Keberatan yang diajukan harus ditandatangani oleh Wajib 
Pajak atau kuasa yang ditunjuk. 

(4) Dalam hal surat keberatan ditandatangani oleh Kuasa yang ditunjuk 
Wajib Pajak, maka harus dilampiri dengan surat kuasa. 

Pasal 6 

(1) T • rat keberatan yang dijadikan dasar untuk anggal Penerimaan su 
at keberatan adalah: memproses sur dal hal disampaikan secara 

a. tan zal terima surat keberatan, lam 
. 88 .ib Pejak atau kuasanya kepada Badan; atau 

langsung oleh Wajil al It keberatan, dalam hal 
d engiriman sura 

b. tanggal tan a P . dengan bukti pengiriman surat. 
disampaikan melaluiP",_ ~ermenuhi persyaratan sebagaimana 

(2) Pengajuan keberatan yang ti al 5. dianggap bukan sebagai surat 
dimaks d dalam Pasal 4 atau Pas .' 

su« . de at dipertimbangkan. 
keberatan schingga tidak laP 

(3) Dalam ••• 
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(3) Dalam hal pengajuan keberat . .. . 
sebagaimana dimaksud tan tidak dapat dipertimbangkan 
mengajukan keberata ~!"a ayat (1), Wajib Pajak masih dapat 

embali sepanj: 1hi k rakt sebagaimana dimaksud dal: Jang memenu) jangka w tu 

) Bentuk format dan isa, """"aa!4 ayat (2) atau Pasal 5 ayat (2). 
dalam Lampiran I rmulir pengajuan keberatan tercantum 

yang merupakan b: . idak ·isahk; de + 

Peraturan Bupati ini. agan tic terpis can lari 

Pasal 7 

(1) Pengajuan keberatan tidak menunde •·b P2 a ewajitran membayar PB 
yang terutang dan pelaksanaan penagihannya. 

(2) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan 
sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran PBBP2 
dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua 
persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. 

(3) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak 
bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB. 

(4) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, 
Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% 
(lima puluh persen) dari jumlah PBBP2 berdasarkan keputusan 
keberatan dikurangi dengan PBBP2 yang telah dibayar sebelum 
mengajukan keberatan. 

(5) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi 
administratif berupa denda sebesar 50% {lima puluh persen) 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan. 

(6) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, 
Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% 
(seratus persen) dari jumlah PBBP2 berdasarkan putusan banding 
dikurangi dengan pembayaran PBBP2 yang telah dibayar sebelum 
mengaiukan keberatan. 

Pasal 8 

Keputusan atas pengajuan keberatan SPPT, SKPKD, SKPDLB diberikan 
a. Kepala Badan, dalam hal jurnlah PBBP2 yang terutang sampai 

dengan Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diajukan 
secara perorangan/badan dan keberatan yang diajukan secara 

b. Bupati, dalam hal jumlah PBBP2 yang terutang lebih dari 
Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diajukan secara 
perorangan/badan. 

Pasal 9 

(1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan 
berdasarkan hasil penelitian administrasi di Badan Pendapatan 
Daerah Kabupaten Melawi dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan 
dengan penelitian di lapangan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Kepala 
Badan atau tim yang dibentuk oleh Bupati. 

(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
berdasarkan surat tugas dan hasilnya dituangkan dalam laporan 

(3) Dalam hal dilakukan penelitian di lapangan, terlebih dahulu 
memberitahukan secara tertulis waktu pelaksanaan penelitian di 

lapangan kepada Wajib Pajak. 

(4) Bentuk ... 
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(4) Bentuk dan isian laporan hasil per 2lit 
P2 sebagaimana tercantum s_" ian permohonan keberatan PBB 
bagian tidak terpisahkan a.,_, "am Lampiran IV yang merupakan 

an1 'eraturan Bupati ini. 

Pasal 10 

0 ""?"""", "P_ Baa aas pengauan «berataa scasaiana 
im :sue lam 'asal 8 huruf di .: ~... . . a tsertai laporan hasil penelitian 

keberatan diberikan paling lama 6 (e 1) bula jak al . enam, uian sej tangg 
diterimanya surat permohonan keberatan. 

(2) Keputusan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
berupa menermma seluruhnya atau sebagian menolak atau 
menambah besarnya jumlah PBBP2 yang terutang. 

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah 
terlampaui dan keputusan belum diterbitkan, pengajuan keberatan 
dianggap dikabulkan dan diterbitkan keputusan sesuai pengajuan 
Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung 
seiak iangka waktu dimaksud berakhir. 

Pasal 11 

(1) Kepala Badan meneruskan berkas pengajuan Keberatan kepada 
Bupati atas pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
8 huruf b dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja 
sejak tanggal diterimanya surat permohonan keberatan. 

(2) Bupati sesuai kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 12 
(dua belas) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat 
permohonan keberatan, harus memberikan keputusan atas 
pengajuan keberatan sebagaimana dimkasud dalarn pasal 8 huruf b 
disertai laporan hasil penelitian keberatan. 

(3) Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
berupa menerima seluruhnya atau sebagaian, menolak atau 
menambah besarnya jumlah PBBP2 yang terutang. 

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) telah 
terlampaui dan keputusan belum diterbitkan, pengajuan keberatan 
dianggap dikabulkan dan diterbitkan keputusan sesuai pengajuan 
Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung 
sejakjangka waktu dimaksud berakhir. 

Pasal 12 

(1) Dalam hal keputusan keberatan menyebabkan perubahan data dalam 
SPPT, SKPD, dan/atau SKPDLB, Badan Pendapatan Daerah 
menerbitkan SPPT, SKPD, SKPDLB baru berdasarkan keputusan 
keberatan tanpa mengubah saatjatuh tempo pembayaran. 

(2) SPPT, SKPD, SKPDLB baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tidak bisa diajukan keberatan. 

Pasal 13 

(l) Bentuk format keputusan atas permohonan keberatan yang diajukan 
secara perorangan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan mm. 

(2) Bentuk ... 
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(21 Bentuk format keputusan atas 
k l ktif t permohonan keberatan yang diajukan secara tore tercantum dalam Lamr. . 

ti "dak terpisahkan d · P pran III yang merupakan bagian 
an1 'eraturan Bupati ini. 

BAB III 
KETENTUAN PENUTUp 

Pasal 14 

peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Melawi. 

Ditetapkan di Nanga Pinoh 
pada tanggal I DScl>cr 2017 

A BUPATI MELA WI, 

an di Nanga Pinoh 
al ll\ 1/c.Sc. W1.bc,r 2017 egg 

IRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAW1, A8 

I WOT 'us MULYONO 

ATEN MELAWI TAHUN 2017 NOMOR 40 


